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TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata

Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan titik di
b
! ‘ dilambangkan 16 ! bawahnya
9 o B 17 5 . z dengan titik di
bawahnya
3]« T 18 | ¢ ‘
4 & g s dengan titik di 19 ¢ Gh
atasnya
5 z J 20 o F
h dengan titik di .
6 < b bawahnya 21 e Q
7 d Kh 22 d K
8 2 D 23 J L
9 3 7 z dengan titik di 24 R M
atasnya
10 J R 25 o N
11 J Z 26 3 w
12 o S 27 o H
13 U Sy 28 s ’
s dengan titik di
14 e 3 bawahnya 29 ¢ Y
. d dengan titik di
15 oe d bawahnya
2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:



Tanda Nama Huruf Latin
& Fathah A
Kasrah I
Dammah U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
s O Fathah dan ya Ai
FRRS: Fathah dan wau Au
Contoh:
aS= kaifa,
Jsz = haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda

Hurpf

s/ Fathah dan alif atau ya A

s Kasrah dan ya I

5 Dammah dan wau U

Contoh:

= qala
(= rama

Ji= qila

U= vaqiilu

4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah (3) hidup



Ta marbutah ( &) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
Dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (&) mati
Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (&) diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
3—@5)\-419‘:1\ - raudah al-atfal/ raudatul atfal

A0 /a f-,g/;o —
gzl o al-Madinah al-Munawwarah/

al-Madinatul Munawwarah

b Talhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah
penerjemahan. Contoh: Sahusril 1bn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,
bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak

ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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Keberadaan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh tidak dipisahkan
lagi dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat Aceh, dan diakui bahwa
hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh, diibaratkan seperti dua
sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini
adalah Bagaimanakonsep pidana dan sanksinya dalam Hukum Pidana Islam,
Bagaimana konsep dan pelaksanaan sanksi pidana adat dalam masyarakat adat di
Gampong Kampung Paya , serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap
pelaksanaan sanksi pidana adat di Gampong Kampung Paya. Skripsi ini
menggunakan metode penelitiandeskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian
yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian
dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahanyang ada. Jenis
penelitian yang digunakan adalah lapangan (fiel research), dengan
mengumpulkan data-data di lapangan berdasarkan
wawancara penulis melalui informasi, selanjutnya menggunakan penelitian pustak
a (library research). Kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam hukum pidana
Islam konsep pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dan
dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman had, gisas maupun ta zir. Sedangkan
dalam pelaksanaan sanksi pidana adat masyarakat Gampong Kampung Paya ialah
tercantum pada Qanun tertulis dan penyelesaianya pun menurut isi ganun tersebut,
ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan
dalam menetapkan sanksi. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam ganun
gampong tidak membedakan antara hukuman hudud, gisas, maupun diyat, tetapi
menyamaratakan hukuman tersebut vyaitu fa’zir. Namun persamaan antara
keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera
dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan, serta terwujudnya
keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan
bermasyarakat.



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Agama Islam secara universal mempunyai regulasi atau aturan dalam
istilah juga disebut sebagai “hukum” tersendiri mengatur dan mengarahkan
perikehidupan manusia. Aturan tersebut dimulai dari cara bagaimana hablum
minallah(hubungan manusia dengan Tuhan), serta aturan yang berkaitan pada tata
cara hidup sebagai makhluk sosial (hablum minannas) hubungan manusia dengan
manusia. Ketentuan yang ada dalam hukum Islam atau syari’at Islam,' secara
eksplisit telah dimuat dalamal-Qur’an serta hadis Rasul. Selain itu, untuk
melengkapi aturan yang telah ada pada duasumber utama tersebut, terdapat pula
kajian hukum yang terdapat dalam beberapa literatur fikih sebagai hasil ijtihad
yang telah diformat dalam bentuk teori oleh kalangan ulama, terkhusus ulama
yang menggeluti dibidang hukum Islam (fikih Islam).

Hukum Islam merupakan hukum yang komprehensif serta universal.
Dikatakan demikian karena tidak ada suatu permasalahan yang tidak diatur atau
tidak bisa diatur dalam hukum Islam, ini terlihat pada penggolongan ilmu dalam

hukum Islam yang meliputi ibadah, mu’amalah, munakahat, jinayah, siyasah.

'Ahmad Hasan and Islamic Legal Reform in Indonesia, yang dikutip oleh Husni
Mubarak A. Latief dalam bukunya, Figh Islam dan Problematika Kontemporer, (Banda Aceh: Ar-
Raniry Press, 2012), him. 2. Dan Abdul Wahhab Khallaf, al-‘limu al-Ushulul Fighi; Kaidah-
Kaidah dalam Hukum Islam, llmu Ushul Fikih, (terj: Noer Iskandar, dkk), cet. 8, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002), him. 149.

’Abu Yazid, Figh Realitas; Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam
Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), him. viii.Rachmat Syafi’i, Figih Mu’amalah,
(Jakarta: Pustaka Setia, 2002), him. 13;, dan Analiansyah, Ushul Figh Il, (Banda Aceh: Ar-Raniry
Press, 2005), him. ii.



Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan mengenai aturan hukum yang berlaku
dalam Islam tidak seluruhnya memuat permasalahan yang ada, terkhusus dalam
masalah kontemporer. Sehingga produk hukum terkait dalam masalah baru atau
bahkan dalam masalah yang telah diatur terdahulu diharapkan terus berkembang
dan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang dirasakan sangat perlu untuk
kejelasan status hukum dalam produk-produk hukum Islam selanjutnya.

Dalam kajian hukum Islam, fokus pembahasan bidang hukum pidana
Islam, hampir semua kriteria kejahatanwalaupun masih ada bentuk kejahatan
lainnyatelah dimuat dalam al-Qur’an dan Hadis Rasul.Beberapa ayat al-Qur’an
telah menetapkan ketentuan hukum bagi setiap pelaku tindak pidana.Misalnya,
ketentuan mengenai adanya larangan mencuri, menganiaya, membunuh, berjudi
dan lain sebagainya. Kesemua ketentuan tersebut tidak terlepas dari perhatian
syari’ (Allah).

Pemberlakuan hukum pidana Islam pada tataran konsep hukum memiliki
sifat mengikat dan pasti. Misalnya, hukuman bagi pezina yang belum pernah
menikah akan dikenakan seratus kali cambuk, dalam al-Quran surat an-Ndr ayat 2.

Bunyi ayat tersebut memiliki gambaran hukum bahwa perbuatan zina
yang telah memenuhi bukti dan syarat pemberlakuan hukum wajib untuk dihukum

dengan dera atau cambuk sebanyak seratus kali.® Ketentuan ini wajib diterapkan

3Sayyid Sabiqg, Figih Sunnah, cet. 4, jilid 3, (Jakarta:Al-I"tishom, 2012), him. 102;, dan
dengan firman Allah surat an-Nisa’ ayat 15 dan 16. Kemudian ayat tersebut dinasakh oleh surat
an-Nur ayat dua. Dan hukuman bagi pasangan yang berzina yaitu didera/dicambuk seratus kali dan
diasingkan keduanya selama satu tahun.Pengasingan ini merujuk pada gambaran Hadits Nabi yang
diriwayatkan oleh Abu Daud. Keterangan ini dirujuk dalam buku PT Ichtiar Baru, Ensiklopedi
Hukum Islam, cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), him. 2028.



mengingat adanya penegas hukum (taukid) pada bunyi ayat “janganlah belas
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah”.

Selian itu, terdapat pula kriteria kejahatan yang dihukum dengan balasan
setimpal atau gisas terkait dengan perbuatan penganiayaan atau pelukaan, firman
Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45.

Ayat ini menggambarkan bahwa pelaksanaan hukuman gisas dapat
dilakukan ketika tidak terdapat kesulitan dalam membalas pelaku tindak pidana.
Jika hukuman tersebut sulit untuk dilaksanakan, atau adanya kekhawatiran dalam
penerapan hukumnya, maka dilakukan jenis hukuman lain yang berupa hukuman
ganti rugi atau diyat.”

Jika dikaji lebih jauh, pada dasarnya hukum pidana Islam yang termuat
dalam kedua nas(al-Qur’an dan hadis) dapat dijadikan landasan bagi kedudukan
hukum suatu perbuatan yang belum ada muatan hukumnya. Misalnya dengan
jalan giyas,” yaitu suatu metode pencarian ‘illat hukum yang ada dalam suatu
perbuatan yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dengan perbuatan yang belum
diatur status hukumnya, tentu hal ini menjadi kajian dan tugas yang serius bagi
para yuris Islam. Dengan demikian, segala bentuk kejahatan dapat diidentifikasi

serta menjadikan hukum Islam dapat berlaku sepanjang zaman.

*Amir Syarifuddin, Garis-garis besar Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2003), him. 271; keterangan yang sama juga terdapat dalam buku Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, cet.
4, jilid 3, (Jakarta:Al-1’tishom, 2012), him. 34. ;Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan; Nilai-
Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan, (Jakarta: The Wahid Institut, 2007), him. 371-372.

*Mengenai terma “giyas”, banyak dijumpai diberbagai literatur fikih, khususnya dalam
kajian ushul fikih.Misalnya dalam buku Analiansyah, Ushul Figh II..., him. 89, disebutkan bahwa
giyas yaitu mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan hukum suatu
peristiwa yang ada nasnya, lantaran adanya persamaan ‘illat hukum; terdapat juga keterangan yang
sama dalam buku Sulaiman Abdullah, Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam; Kajian
Konsep Qiyas Imam Syafi’i, (Jakarta: Pedoman lImu Jaya, 1996), him. 104-105.



Berkaitan dengan permasalahan ini, tentunya muatan hukum bagi suatu
perbuatan yang jelas dan pasti ada dalam kedua sumber otoritas Islam tersebut
seyogyanya tidak memerlukan adanya ketentuan lain, yang justru bertentangan
dengan konstruksi hukum pidana Islam, meskipun orientasi penerapan hukum
yang akan dan sedang digagas memiliki tujuan-tujuan tersendiri, seperti demi
keringanan serta kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari keuchik Desa Gampong
Kampung Paya bahwasanya di Kluet terdapat sebuah otoritas yang sah dan
memiliki kewenangan dalam administrasi gampong “Paya Dapur” secara
administrasi di namai “Datuk” dan dibagi beberapa zona untuk memudahkan
fungsi kontrol yang dinamai Datuk.

Daerah yang dikepalai oleh datuk sekaligus gelarnya yaitu: Datuk
Busako di gampong Sapik, Datuk Bolon di gampong Alai ,Datuk Toman di
gampong Lawe Sawah, Datuk Merah Angkasa di gampong Kampung Paya.’
Datuk Merah Angkasa merancang subuah Qanun/Peraturan Gampong Kampung
Paya isinya terdapat beberapa kriteria hukum pidana dan hukum perdata, suatu
desa dimana ribuan manusia mengalami tindak kejahatan yang tidak terlepas dari
kekhilafan dan kesalahan yang perlu kepemimpinan, baik yang memimpin Adat
maupun yang memimpin dibidang Hukum karna keberadaan seseorang adat dan

hukum disatu desa sangat penting untuk mengayomi semua masyarakat, hukum

®Pokmas/Lembaga Adat Kluet Sejati, Gampong Kampung Paya Provinsi Aceh, 2014,
him.1



dan adat sejalan dalam menjalankan kepemerintahan dan dikatakan satu ketentuan
dalam bermasyarakat adalah hidup dikandung adat mati dikandung hukum.’

Dari dasar itu perlu dibuat ganun gampong agar masyarakat tidak
semena-mena untuk berbuat kejahatan, karna apa yang dilakukan jelas sudah ada
sanksinya, dengan demikian hidup masyarakat terasa aman dan nyaman dalam
melaksanakan adat istiadat (resam), ganun ini bukan hanya sekedar diucapkan
namun juga perlu dibukukan karna sebagai barang bukti apa yang diucapkan
sekaligus pembuktian dalam menyelesaikan suatu perkara.

Seperti isi Peraturan/Qanun Gampong Kampung Paya, Kecamatan Kluet
Utara. Dimana daerah yang dimaksudkan memiliki aturan hukum tersendiri
mengenai beberapa kriteria tindak pidana, misalnya ketentuan bagi pencuri bila
kedapatan pencurian yang nilainya kurang dua juta maka seluruh harta curian
tersebut harus dibayar penuh dan denda adat pinang cerana.

Begitu juga ketentuan bagi orang yang meminum-minuman Kkeras,
terhadap orang tersebut dikenakan sanksi hukuman berupa membersihkan tempat-
tempat ibadah serta diberi peringatan. Kemudian, jika perbuatan tersebut diulangi,
maka akan diberikan sanksi berupa satu ekor kambing dan beras secukupnya.
Selain kedua muatan materi hukum tersebut, masih banyak lagi aturan hukum

terkait dengan perbuatan tindak pidana. Dari informasi ini menunjukkan bahwa

"Keterangan diatas diperoleh dari Nasirin, tuha peut Gampong Kampung Paya,
Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 11 Januari 2017, dipos ronda
Gampong Kampung Paya.



beberapa bentuk kejahatan tersebut telah dibukukan dalam bentuk buku panduan
sanksi adat Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara.®

Pada dasarnya, Qanun tersebut tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan
pidana, melainkan juga tentang ketentuan perdata. Kemudian penerapan hukum
pidana di Gampong Kampung Paya tetap merujuk pada ketentuan adat, hal ini
manjadi konstruksi hukum baru yang berbeda dengan konsep hukum pidana
Islam. Banyak permasalahan yang muncul dari pelaksanaan hukum pidana jika
dikaji menurut konsep hukum Islam. Dalam penerapan dan pelaksanaan hukum
pidana Islam harus merujuk pada sumber otoritas (Al-Qur’an, Sunnah serta
Ijma’/konsensus ulama) yang menjadi landasan dasar pemberlakuan suatu hukum.
Selama perbuatan pidana yang ada aturan hukumnya didalam ketiga sumber
hukum tersebut, maka wajib untuk mengikuti dan menjalankannya.

Selain permasalahan di atas, bahwa dalam realitas masyarakat Gampong
Kampung Paya,penerapan hukum pidana khususnya tidak merujuk pada ketentuan
hukum Islam, padahal dalam wilayah hukum yang penduduknya mayoritas
muslim, tentu harus menurut hukum pidana Islam. Selain itu, masyarakat lebih
mengutamakan hukum pidana adat yang terformula dalam buku panduan hukum
adat, padahal antara Peraturan atau Qanun Gampong Kampung Paya dengan
hukum pidana Islam masih banyak terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi
terhadap pelaku kejahatan.® Adapun tindak pidananya adalah Pertama tindak

pidana zina dalam hukum islam dengan sanksi dera seratus kali dan pengasingan

Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh
Selatan, no 2, tahun.2015.

°Keterangan diatas diperoleh dari Jafar Husen, masyarakat Gampong Kampung Paya
Kecamatan Kluet Utara Kabupaten aceh Selatan pada tanggal 15 januari 2017, dirumah salah satu
masyarakat.



selama satu tahun serta dirajam sedangkan menurut ganun gampong kampung
paya dikenakan sanksi satu ekor kerbau dan beras secukupnya, Kedua pencurian
dalam hukum islam sanksi pencurian pengganti kerugian dan potong tangan
dalam ganun adat bila kedapatan mencuri yang nilainya kurang dua juta maka
harus dibayar penuh dan denda adat pinang cerana, apabila lebih dari dua juta mak
diserahkan kepada pihak kepolisian, Ketiga kamar dalam hukum islam sanksi bagi
peminum kamar dikenakan empat puluh kali dera sedangkan menurut ganun
gampong kampung paya satu ekor kambing dan bers secukupnya.

Oleh karena itu, terhadap permasalahan tersebut perlu adanya pengkajian
lebih lanjut mengenai penerapan hukum pidana adat yang ada dilapangandengan
tinjauan atas pelaksanaan sanksi yang diterapkan dalam realita masyarakat. Jika
dilihat dari sisi kajian ilmiah, tentunya pembahasan ini masih bersifat umum.
Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk diadakanya kajian lebih
lanjut terhadap permasalahan tersebut. Terkait dengan hal itu, penulis ingin

mengangkat judul: “(Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Sanksi

Pidana Adat Di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh

Selatan)” karena menurut penulis judul ini sangat menarik dijadikan sebagali

sebuah penelitian.

1.2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, penulis membuat pertanyaan

penelitian sebagai berikut:



1.2.1.Bagaimana Konsep dan Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat dalam Masyarakat
diGampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh
Selatan?

1.2.2.Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadapPelaksanaan Sanksi Pidana
Adat diGampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh

Selatan?

1.2.3.Bagaimana Latar Belakang Pembentukan Qanun Gampong Kampung Paya

Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun

tujuan penelitian yang ingin dicapai dari kasus yang terjadi ialah:

1.3.1.Untuk Mengetahui Konsep dan Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Masyarakat
diGampong Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh

Selatan.

1.3.2.Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadapPelaksanaan Sanksi
Pidana Adat diGampong Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara

Kabupaten Aceh Selatan.

1.3.3.Untuk MengetahuilLatar Belakang Pembentukan Qanun Gampong Kampung

Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

1.4. Penjelasan Istilah



Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami
istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis
menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan

dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

1.4.1. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berbeda. Hukum secara secara
literlik diambil dari bahasa Arab, yaitu akar kata “al-hukmu” yang berarti aturan,
norma.'® Sedangkan Islam juga berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata “aslama-
yuslimu-islaman”, mempunyai arti “berserah diri, tunduk dan patuh”.** Bagian
hukum Islam yang berkenaan dengan skripsi ini adalah figh jinayah atau hukum
pidana Islam, figh jinayah adalah Figh yang mengatur tentang cara-cara menjaga
dan melindungi hak Allah SWT, hak masyarakat dan hak individu dari tindakan-
tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum. Lebih khususnya mengatur
tentang pencegahan tindak kejahatan yang dilakukan manusia dan sanksi

hukuman yang berkenaan dengan kejahatan itu.*?

1.4.2. Sanksi Pidana
Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, dan sering
juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman,

pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukumanpidana.

YAmir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 1, (cetakan ke-5, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2011), him. 6.
“Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim
Kaffah, (cetakan ke-1, Solo: Kordova Mediatama, 2009), him. 216.
12 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh, (Jakarta, Kencana:2010), him.253.



Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat
tertentu.Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik,
dan ini berujud atas nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik
itu.’® Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak
pidana. Dalam hukum Islam, pemberlakuan hukuman tersebut merujuk pada
kedua sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an dan hadis, ketentuan hukuman
tersebut dilaksanakan ketika telah secara tegas dijelaskan dalam kedua sumber
hukum tersebut. Kemudian bagi katentuan pidana yang belum ada ketentuan
hukumnya, hal tersebut merujuk pada pendapat ulama atau putusan pengadilan

(gadhi).

1.4.3. Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian adat adalah aturan
yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala atau cara yang sudah menjadi
kebiasaan dan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya,
norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi suatu
sistem.™

Dalam hukum, adat menjadi salah satu bangunan atau kunstruksi hukum

bagi suatu perbuatan. Dalam kaidah tersebut bahwa adat merupakan kebiasaan

3 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Ed.1, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
him.186.

“pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.4,
(Jakarta, Balai Pustaka, 2008),him.8.



atau sesuatu yang berkenaan dengan kebiasaan.’® Secara bahasa “al-‘adah” di
ambil dari kata ““al-‘audu” dan ““al-muawadatu’ yang berarti *“pengu-langan”,
oleh karena itu secara bahasa al-‘adahberarti perbuatan atau ucapan serta lainnya
yang dilakukan berulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi
kebiasaan.'® Jadi, yang dimaksud adat dalam pembahasan ini yaitu adat atau
kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Kampung Paya terkait

kebiasaan dalam pelaksanaan hukum pidana dan sanksi yang diterapkan.

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, tulisan yang mendetil membahas tentang
pelaksanaan hukum pidana adat masih jarang dijumpai. Meskipun ada beberapa
tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik
mengkaji terkait dengan pelaksanaan hukum pidana yang terjadi dilapangan,
khusus di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten aceh
selatan. Seperti dalam skripsi Liantrika Sartika yang berjudul: “Penyelesaian
Dasar Perkara Pidana dalam hukum Adat Simeulu ditinjau dari Hukum Islam.”

Tulisan ini menjelaskan tentang mengenai cara hukum adat simeulu
menyelesaikan perkara pidana, dan proses penyelesaian perkara pidana dalam
hukum adat di simeulu serta mengenai perkara apa saja yang diselesaikan secara

adat.'’

%Jjaih Mubarok, Kaidah Figh; Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002), him. 153.
*Amir Syarifuddin, Ushul Figh, cet. 3, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2009), him. 157.
| iantrika sartika, Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Hukum Aadat Simeulu Di
Tinjau dari Hukum Islam, Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Tahun.2000.



Tulisan Nupriadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang
berjudul “Sanksi bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum
Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Yang Terjadi di Desa Rantau Tenang
Kecamatan Palawan Kabupaten Sarolangun jambi)”’.

Didalam tulisan ini isinya mengenai penetapan sanksi bagi pezina yang
telah menikah dalam hukum Islam dan hukum adat.*®

Terdapat pula kajian yang berkaitan dengan hukum pidana adat, yaitu
skripsi Airi Safrijal yang berjudul “Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian
Perkara Pidana (Suatu Penelitian Di Kabupaten Nagan Raya)”.

Tulisan ini menjelaskan tentang penerapan sanksi adat atau hukuman
yang dijatuhkan bagi suatu perkara tindak pidana.*®

Kemudian terdapat dalam skripsi Adam Sani yang berjudul “Peran
Lembaga Adat dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang
Khalwat/Mesum di Kebupaten Nagan Raya”.

Di dalam tulisan ini menjelaskan tentang peran perangkat atau lembaga
adat dalam penerapan isi ganun tersebut mengenai suatu tindak pidana khalwat
atau mesum.

Di samping itu, terdapat juga rujukan dalam beberapa literatur fikih yang

menjelaskan tentang kedudukan hukum pidana Islam, seperti dalam buku

8 Muhammad Nupriadi, Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah menurut
Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Yang Terjadi di Desa Rantau Tenang Kecamatan
Palawan Kabupaten Sarolangun Jambi) Tahun.2006.

Airi Safrijal, Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Suatu
Penelitian Di Kabupaten Nagan Raya), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Tahun.2013.

2Adam Sani, Peran Lembaga Adat dalam Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun.2003

Tentang Khalwat/Mesum di Kebupaten Nagan Raya, Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry
Tahun.2015.



karangan Wahbah Al Zuhaili yang berjudul * Al Figh Al Islami wa Adillahu”,
kemudian buku karangan Sayyid Sabig, yang berjudul “Figh Sunnah”, serta masih
banyak referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan konsep hukum pidan
Islam. Walaupun demikian, secara spesifik belum ada pembahasan terkait dengan

judul proposal yang akan dibahas dalam tulisan ini.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-
data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai
dengan permaslahan yang akan dibahas. Untuk terlaksananya suatu penelitian
maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah
deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan,
kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan hal-hal lain, yang hasilnya dipaparkan
dalam bentuk laporan penelitian.Disini penulis menggambarkan atau memaparkan
tentang teori hukum Adat, sanksi pidana adat. Kemudian dikaji tentang tinjauan
hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum pidana adat di gampong kampung

paya, kecamatan kluet utara kabupaten aceh selatan.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data
Dalam pembahasan skripsi ini digunakan dua jenis metode pengumpulan

data penelitian, yaitu:

1.6.2.1. Field Research ( Penelitian Lapangan )



Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang
terjadi dilokasi penelitian. Penelitian lapangan yang dimaksud adalah
berkunjung kerumah keuchik serta perangkat adat di Gampong Kampung
Paya. Melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan
berlandaskan objek.

1.6.2.2. Library Research (Penelitian Pustaka)
Pada metode ini, penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori
dalam mengumpulkan data dari pustaka. Dalam hal kaitannya dengan
penulisan karya ilmiah ini dengan cara membaca buku-buku, artikel yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, maka penulis menggunakan

dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1.6.3.1.0bservasi yaitu pengumpulan data langsung pada objek yang akan diteliti
dengan cara melakukan pencatatan langsung terhadap kondisi objek

penelitian tersebut di gampong kampung paya.

1.6.3.2. Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan
mengajukan pertanyaan langsung dengan cara tanya jawab yang dilakukan
dengan 5 narasumber diantaranya satu orang kheuchik, satu orang imam

mesjid, satu orang tuha peut, satu orang kadus dan satu orang masyarakat.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data



Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-
masing peneliti menggunakan instrumen yang berbeda-beda, untuk teknik
wawancara penulis menggunakan instrument, yaitu buku atau kertas, alat tulis dan
tape recorder. Sedangkan untuk observasi penulis menggunakan instrument

melihat langsung dengan mata ke lapangan penelitian.

1.6.5. Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah
menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung
oleh data lapangan dan teori. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan
metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi,
gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-
sifatserta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Pedoman dalam teknik penulisan skripsi ini penulis merujuk kepada buku
Pedoman karya Tulis Ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah
Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) AR-Raniry Darussalam Banda Aceh

Tahun 2014.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya
penulisan karya ilmiah ini. Maka penulis membagikan kepada empat bab, di mana
pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dengan bab lain

saling berhubungan dan berkesinambungan.



Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah,
kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang landasan teori yang membahas tentang konsep
hukum pidan persepktif hukum Islam.Di dalamnya dijelaskan tentangPengertian
Hukum Pidana, Asas-Asas dan Sumber Hukum Pidana Islam, Macam-Macam
Perbuatan Pidana.

Bab tiga, berisi tentang pelaksanaan sanksi pidana Adat di Gampong
Kampung Paya kecamatan kluet Utara. Didalamnya dijelaskan tentang Gambaran
Masyarakat Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara, Proses
Pelaksanaan Hukum Pidana Adat di Gampong Kampung Paya, Persepsi
Masyarakat Gampong Kampung Paya Terhadap Kedudukan dan Pelaksanaan
Hukum Pidana Adat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelasanaan Hukum
PidanaAdat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara serta Analisis
Penulis mengenai permasalahan tersebut.

Bab empat, yaitu bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari

permasalah yang diajukan, kemudian Saran.



BAB DUA

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pidana Islam

Istilah hukum Islam berasal dari tiga kata dasar, yaitu hukum, pidana,
dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan dengan
tata aturan dan perundang-undangan; keputusan/pertimbangan yang ditetapkan
oleh hakim (dalam pengadilan); perintah Allah dan Rasul-Nya, berupa suruhan
atau larangan, halal dan haram, disebut yang wajib dita’ati oleh ummat-Nya;
peraturan atau adat yang secara resmi dan bersifat mengikat dan bersanksi, yang
dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas.?

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan
atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat,
baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu
dan ditegakkan oleh penguasa.®* Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam
bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak
tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Kata yang kedua, yaitu pidana
berarti kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain

|.23

sebagainya); kriminal.”> Adapun kata yang ketiga, yaitu ‘Islam’, oleh Haliman

hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syari’at Islam yang melarang

2ISjswo Prayitno Hadi Podo dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta:
PT Media Pustaka Phoenix, 2012), HIm. 331.

2’Muhammad Daud Ali, Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,
(Jakarta: Rajawali Press, 1996), him.38.

23Sjswo Prayitno Hadi Podo dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, him. 659.



untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan terhadap pelanggaran-pelanggaran
ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman yang berupa penderitaan jiwa atau
denda kepada pelanggarnya.®

Dari gabungan ketiga kata di atas muncul istilah hukum pidana Islam.
Dengan memahami arti dari ketiga kata itu, dapatlah diketahui bahwa hukum
pidana Islam pada tatanan definisi sama dengan hukum pidana pada umumnya.
Perbedaan fundamentalnya hukum pidana Islam bersumber pada suatu yang
absolut, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.® Hukum pidana Islam merupakan
terjemahan dari kata figh jinayah yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak
pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf,
sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-
Qur’an dan hadis.

Pengertian jinayah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pengertian luas
dan pengertian sempit. Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang
dikenakan terhadap jinayah. Dalam pengertian luas jinayah merupakan perbuatan
yang dilarang oleh hukum dan dapat mengakibatkan hukuman had atau ta’zir.
Sedangkan dalam pengertian sempit jinayah merupakan perbuatan yang dilarang
oleh hukum yang dapat menimbulkan sanksi had, bukan ta’zir.?®

Para ulama menggunakan istilah jinayah bisa dalam dua arti, yakni arti

luas dan arti sempit. Dalam arti luas, jinayah merupkan perbuatan-perbuatan

**Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ahlusunnah, cet.1, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1971), him.64.

»Asadulloh Al Farug, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2009), him. 5.

%6 Hasan Mustofa dan Ahmad Saebani Beni, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah,cet.
1,(Bandung: Pustaka Setia, 2013), him.18.



yang dilarang oleh Syara’ dan dapat mengakibatkan hukuman had (hukuman yang
ada ketentuan nas-nya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, dll), atau ta zir
(hukuman yang tidak ada ketentuan nas-nya seperti pelanggaran lalu lintas,
percobaan melakukan tindak pidana, dll). Dalam arti sempit, jinayah merupakan
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dan dapat menimbulkan hukuman
had, bukan ra zir.*’Istilah lain yang identik dengan jinayah adalah jarimah.
Adapun yang menjadi dasar hukum pidana Islam adalah: al-Qur’an, as-
Sunnah, dan ar-Ra’yu. Al-Qur’an adalah sumber ajaran Islam yang pertama,
memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi

Muhammad saw.?® Beberapa firman Allah dalam al-Qur’an sumber utama bagi

ketentuan hukum jinayah di antaranya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 105:

Artinya:
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan
apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi
penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang
yang khianat. (QS. An-Nisa:105)

Ayat di atas menjelaskan tentang pencurian yang dilakukan Thu'mah dan
ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu'mah tidak
mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang

Yahudi. hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi SAW, dan

A, Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulagi Kejahatan dalam Islam), him. 2.



mereka meminta agar Nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang
Yahudi, Kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mabh,
Nabi sendiri Hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu
terhadap orang Yahudi. Dalam ayat tersebut juga bahwa Allah telah menurunkan
sebuah kitab yaitu al-Qur’an yang didalamnya mengandung kebenaran (hukum)
untuk mengadili manusia yang melakukan kejahatan dan melarang manusia untuk
membela orang-orang yang berkhianat. Hendaklah para hakim meneliti secara
cermat perkara yang dihadapi, dan memperhatikan duduk masalah yang
sebenarnya.”
Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman:
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Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana. (QS. Al-Maidah 38)

Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa
digugurkan baik oleh korban maupun ulil amri, hukuman potong tangan
dikenankan terhadap pencurian pertama dengan cara memotong tangan kanan
pencuri dari pergelangan tanganya, dan ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia
dikenai hukuman potong kaki kirinya, apabila ia mencuri yang ketiga kalinya

maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Iman Abu Hanifah pencurian

tersebut dikenai hukuman ta’zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam

»Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur, Jilid 1,
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), him. 947.



Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad pencuri tersebut dikenai hukuman potong
tangan kirinya, dan jika dia mencuri untuk yang keempat kalinya maka dipotong
kaki kananya, dan ia masih mencuri yang kelima kalinya maka ia dikenai
hukuman ta’zir dan dipenjara seumur hidup sampai ia mati atau bertaubat.*

Adapun pendapat mufassir tentang ayat tersebut yaitu: Ibnu Jarir dan
Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan, melalui jalan” Abdul Mu’min, dari Najdah al-
Hanafi, ia mengatakan: Aku pemah bertanya kepada Ibnu “Abbas perihal firman
Allah Ta’ala: was saariqu was saarigatu fagtha’uu aidiya Humaa ( Laki-laki yang
mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya). Apakah yang
demikian itu bersifat khusus atau umum?. Maka ia (Ibnu "Abbas) menjawab,
‘Ayat itu bersifat umum. Pendapatnya itu mungkin mengandung hal yang sesuai
dengan pendapat mereka tersebut, dan mungkin juga tidak seperti itu, mereka juga
berpegang teguh pada hadits yang ditegaskan dalam ash-Shahihain, dari Abu
Hurairah, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: “Allah melaknat seorang pencuri
yang mencuri sebutir telur, lalu dipotong tangannya, dan mencuri seutas tali, lalu
dipotong tangannya.”*!

Sedangkan jumhur ulama masih mempertimbangkan nishab (batas
ukuran) dalam pencurian, meskipun di antara mereka juga masih terdapat
perbedaan pendapat mengenai batas ukuran tersebut. Masing-masing dari empat
imam berpendapat untuk memberikan batasan. Menurut Imam Malik bin Anas,
batas ukurannya adalah 3 dirham murni. Sehingga jika seseorang mencuri dalam

jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu atau lebih, maka ia

%0 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, him. 91.
81 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, him. 85-87



harus dipotong tangan. Dalam hal itu, Imam Malik bin Anas melandasinya dengan
hadits yang diriwayatkan dari Nafi’, dari Ibnu "Umar: Bahwa Rasulullah pernah
memotong tangan pencuri yang mencuri perisai yang berharga 3 dirham. (Hadits
ini diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahih mereka).

Imam Malik bin Anas mengatakan: “’Utsman pernah memotong tangan
orang yang mencuri beberapa buah pohon utrujjah (sejenis lemon) dan
diperkirakan senilai 3 dirham, dan hal ini merupakan Atsar yang bersumber dari
“Utsman ra ini diriwayatkan pula oleh Imam Malik, dari "Abdullah bin Abi Bakar,
dari ayahnya, dari “Amrah binti ~Abdurrahman, bahwasanya ada seorang pencuri
yang mencuri buah utrujjah pada masa "Utsman, maka "Utsman menyuruh untuk
diperkirakan nilainya, lalu diperkirakan senilai 3 dirham, berdasarkan ukuran
dinar sama dengan 12 dirham; kemudian "Utsman memotong tangan pencuri
tersebut.

Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishag bin Rahawaih dalam
sebuah riwayat darinya berpendapat, bahwa masing-masing dari batas minimal
seperempat dinar, dan tiga dirham itu adalah merupakan batasan syar’i. Oleh
karenanya, barang siapa yang mencuri barang senilai 3 dirham atau seperempat
dinar atau yang senilai dengannya, maka tangannya harus dipotong. Yang
demikian itu dalam rangka menjalankan hadits Ibnu Umar dan hadits Aisyah .
Menurut lafazh Imam Ahmad, dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda: “Potonglah tangan orang yang mencuri barang senilai seperempat dinar.



Dan janganlah kalian memotong tangannya bila yang dicuri kurang dari

seperempat dinar”.

2.2. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Asas mempunyai beberapa pengertian salah satu di antaranya adalah
kebenaran yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Selain itu juga berarti
alas atau landasan. Oleh karena itu asas hukum berarti kebenaran yang
dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan dalam mengemukakan suatu
argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksaan hukum. Asas hukum Islam
berasal dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad saw baik yang bersifat rinci
maupun yang bersifat umum.® Asas hukum Islam salah satunya adalah asas
hukum pidana. Asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari

pelaksanaan hukum pidana Islam, di antaranya adalah:

2.2.1. Asas legalitas

Kata asas berasal dari bahasa Arab asasun yang bearti dasar atau prinsip,
sedangkan legalitas berasal dari bahasa latin yaitu lex (kata benda) yang berarti
undang-undang, atau dari kata jadian legalis yang bearti sah atau sesuai dengan
ketentuan undang-undang. Dengan demikian legalitas adalah keabsahan sesuatu
menurut undang-undang.®

Adapun istilah legalitas dalam dalam syaria’at Islam tidak ditentukan

secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang sebagai hukum

2https://alquran mulia. Jurnal.com/2015/12/07/tafsir-ibnu-Katsir-surah-al-maa-idah-ayat-

38

%3zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, him. 2.

*Sudarsono, Kamus Hukum Edisi Baru, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina
Adiaksara, 2005), him. 244.



f.° Namun, bukan berarti syari’at Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi

positi
pihak yang menyatakan hukum pidana tidak mengenal asas legalitas, hanyalah
mereka yang tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansi
menunjukkan adanya asas legalitas.

Asas legalitas ini berasal dari bahasa latin yaitu: nullum delictum nulla
poena, sine praevia lege poenali (tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum
sebelum ada undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut). Merupakan suatu
jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas-batas aktivitas apa
yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaaan
kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu
dengan informasi apa yang boleh dan apa yang dilarang. Setiap orang harus diberi
peringatan sebelumnya tentang perbuatan ilegal dan hukumannya. Hal ini adalah
hak individu-individu dan merupakan suatu tugas dari masyarakat.*’

Asas legalitas dalam hukum Islam bukan hasil karya akal manusia, tetapi

merupakan ketentuan Allah Taala, Allah berfirman:
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Artinya:
..... dan kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang

rasul. (QS. Al-lIsraa’ : 15)

%*Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dalam pasal 1 ayat (1)KUHP
dan KUHAP (Bandung: Penerbit Citra Umbara.)

%®Dedy Sumardi, Bukhari Ali dkk, Hukum Pidana Islam, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), him. 27.

¥Topo Santoso, MenggagasHukum Pidana Islam Penerapan Syari’ah Islam dalam
Konteks Modernitas, him. 115.



Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya hukum pidana Islam telah
mengenal asas legalitas. Hukum pidana Islam telah mempraktikkan bahwa tidak
ada kejahatan tanpa pemberitahuan yang jelas, dan tidak ada pidana tanpa aturan
sebelumnya. Dalam tafsir menjelaskan bahwa Allah tidak sewenang-sewenang
memasukan hambanya ke neraka lantaran suatu kesalahan tetapi sejak beribu-ribu
tahun yang lalu telah diutusnya Rasul menyampaikan seruan kebenaran, dan
paling akhir diutusnya Muhammad SAW diberinya pedoman yaitu al-Qur’an.
Meskipun Muhammad SAW telah wafat, namun al-Qur’an tetap tinggal. Catatan
sunnah Muhammad pun tetap terpelihara.

Lantaran itu tidaklah ada hukuman Allah yang berlaku dengan aniaya.
Ibaratnya, suatu pemerintahan yang teratur terlebih dahulu menyebarkan didalam
“ lembaga negara” suatu Undang-undang supaya diketahui rakyat. Setelah patut
diketahui barulah dihukum siapa yang bersalah.*®

Salah satu kaedah yang penting dalam syari’at Islam adalah

Dass S sy (v

Artinya: Sebelum ada nas (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-
orang yang berakal sehat.

Pengertian dari kaedah ini adalah bahwa perbuatan orang-orang yang

cakap (mukallaf) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang, selama

belum ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan ia mempunyai kebebasan

%®Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 6, (Malaysia: pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2005),
him, 4024-4025.
%Dedy Sumardi, Bukhari Ali dkk, Hukum Pidana Islam, him. 43



untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya. Sehingga ada nash yang
melarangnya.*

Ahmad Hanafi menyebutkan, dalam buku hukum pidana dalam sistem
hukum Islam yang dikutip oleh Asadollah Al Furug, ada empat perbedaan asas
legalitas dalam hukum pidana positif (termasuk bagian dari sistem hukum Barat)
dan hukum pidana Islam, yaitu:

Pertama, masa penerapan asas legalitas. Hukum pidana Islam telah
mengenal dan menerapkannya lebih dari 12 abad sebelum diterapkan oleh hukum
Barat, yaitu asas legalitas dalam hukum pidana islam sebelum diterapkannya
hukum barat, hukum tersebut sudah dikenal dan diterapkan terlebih dahulu.

Kedua, cara penerapan asas legalitas. Dalam hukum pidana Islam ada
tiga cara penerapan yang berbeda sesuai dengan jenis tindak pidananya, yaitu
hudud dan gisas yangditerapkan dengan tegas, pada tindak pidana ¢a zir biasanya
ada beberapa kelonggaran dari sisi penentuan hukuman dan pada ta’zir untuk
kemaslahatan umum kelonggaran diberikan, baik dalam bentuk penentuan tindak
pidana maupun dalam penentuan hukuman. Akan tetapi dalam hukum positif, cara
penerapan asas legalitas untuk semua tindak pidana sama, sehingga banyak
menimbulkan kritik.

Ketiga, seni penentuan tindak pidana. Dalam syari’at Islam nas-nas
(ketentuan-ketentuan hukum) yang menentukan tindak pidana bersifat umum dan
elastis sekali, sehingga bisa menampung semua peristiwa. Kemudian dalam tindak

pidana hudid dan gisas keumuman tersebut agak dibatasi. Akan tetapi, untuk

40zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, him. 29.



tindak pidana selainnya (tindak pidana fa’zir) maka keumuman tersebut berlaku.
Sedangkan dalan hukum positif, tiap-tiap tindak pidana disebutkan seteliti-
telitinya dengan unsur-unsur materilnya. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan
yang merugikan yang terus berkembang yang tidak diatur dengan rinci unsur-
unsurnya dalam perumusan tindak pidana terjangkau oleh hukum pidana.
Keempat, dari segi hukuman. Pada dasarnya syari’at Islam menentukan
macamnya hukuman dengan jelas sehingga tidak mungkin bagi hakim
menciptakan hukuman dari dirinya sendiri, dan ketentuan ini berlaku bagi tindak
pidana hudad dan gisas. Pada tindak pidana tazir dengan segala macamnya,
syari’at hanya menentukan sekumpulan hukuman, kemudian diserahkan kepada

hakim untuk menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang sesuai.**

2.2.2.Asas Tidak Berlaku Surut dalam Hukum Pidana Islam.

Asas tidak berlaku surut (the principal of non retro activity) dalam
hukum Islam, pada kenyataannya merupakan konsekuensi dari asas sebelumnya,
yaitu asas legalitas. Asas ini berarti bahwa undang-undang berlaku hanya bagi
perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah diundangkan ketentuan itu.
Pentingnya asas ini karena dia melindungi keamanan individu dan mencegah
penyalahgunaan kekuasaan oleh pemengang otoritas. **

Hukum pidana Islam pada prinsipnya tidak berlaku surut sesuai dengan
kaedah:

* Asadulloh Al Farug, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, him. 8.
*Topo Santoso, MenggagasHukum Pidana Islam Penerapan Syari’ah Islam dalam
Konteks Modernitas,him.120.
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Artinya: sebelum ada nash yang melarang perbuatan maka tindakan mukallaf
tidak bisa dianggap sebagai suatu jarimah.

Namun dalam praktiknya ada beberapa jarimah yang diterapkan berlaku
surut artinya perbuatan itu dianggap jarimah walaupun belum ada nash yang
melarangnya.*

Alasan diterapkan pengecualian berlaku surut, karena pada jarimah-
Jjarimah yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak diterapkan maka akan
menimbulkan kekacauan dan kehebohan dikalangan ummat muslim. Adapun
Jjarimah-jartimah yang berlaku surut adalah:

a. Jarimah gadhaf (menuduh zina) dalam surat an-Nur ayat 4:
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Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah
kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah
orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur: 4)

b. Jarimah hirabah dalam surat al-Maidah ayat 33:

*Dedy Sumardi, Bukhari Ali dkk, Hukum Pidana Islam, him. 32
*Topo Santoso, MenggagasHukum Pidana Islam Penerapan Syari’ah Islam dalam
Konteks Modernitas,hlm. 120
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Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah
dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di
akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS, al-Maidah: 33)
2.2.3. Asas praduga tak bersalah
Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah
asas praduga tidak bersalah, “principle of innocence”. Menurut asas ini semua
perbuatan (kecuali ibadah Khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya
oleh nash hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu
perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada

keraguan, jika suatu keraguan yang bersalah muncul, seorang tertuduh harus

dibebaskan.*

2.3. Macam-macam perbuatan pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jinayah
dan jarimah, dimana keduanya memiliki pengertian yang sama. Para ahli hukum
Islam sering menggunakan kata jinayat untuk menyebut kejahatan. Jinayat

mengandung pengertian setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh

**Topo Santoso, MenggagasHukum Pidana Islam Penerapan Syari’ah Islam dalam
Konteks Modernitas,him. 123.



seseorang.*®Berdasarkan tingkat berat tidaknya, tidak pidana atau kejahatan dalam
hukum pidana Islam telah dikatagorikan menjadi tiga kelompok yaitu sebagai

berikut:*’

2.3.1. Tindak Pidana hudiid

hudid atau had adalah pelanggaran pengerjaan apa-apa yang dilarang
Allah swt. Hudud Allah adalah larangan-larangan yang ditetapkan Allah untuk
dijauhi dan ditinggalkan. hudiad menurut istilah adalah sanksi yang telah
ditetapkan jenis dengan kadarnya oleh Allah bagi suatu tindak pidana, untuk
mencegah terjadinya jarimah yang sama. Tindak pidana hudad adalah perbuatan
apa saja yang apabila dilakukan dapat dikenai sanksi Audiid.*® Namun ada juga
yang menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang sanksinya termasuk bagian
hudiid meliputi:

Pertama Perbuatan zina, secara harfiah berarti fakisyah,yaitu perbuatan
keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki
dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan
perkawinan.*® Para fugaha mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual
dalam arti memasukkan zakar ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram,
bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.”® Dasar hukum perbuatan zina

adalah Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2 :

“5Asadulloh Al Faruk,Hukum Pidana Dalam Sistem hukum Islam, him.16.

“Ibid., hlm. 17.

*8Ibid., him. 19.

9 Abdurrahman Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),
him.31.

59Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, him. 37.
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Artinya:Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-
orang yang beriman. (An-Nur:2)

Adapun pembagian dan hukuman bagi perbuatan zina yaitu:
a. Zina Ghair Muhshan
Adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang
belum berkeluarga. Hukuman untuk zina ghair muhsan ada dua macam
yaitu: didera seratus kali, dan pengasingan selama satu tahun.
b. Zina Muhshan
Adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang
sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk zina muhshan
terbagi dua macam yaitu: dera seratus kali, dan dirajam sampai mati.**
Kedua, jarimah Qadzaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan
seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan mengunakan lafaz
yang sarih (tegas) atau secara dilalah (tidak jelas), Dasar hukum keharaman gazaf

yaitu:

L Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, him. 29-35
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Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat

zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah

mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah

kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah

orang-orang yang fasik. ( An-Nuur: 4)

Adapun Unsur jarimah gazaf ada tiga, yaitu:
a.  Menuduh zina atau mengingkari nasab.
b. Orang yang dituduh itu muhsan.

c. Adai’tikad jahat.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku gazaf" apabila dia terbukti tidak
benar dengan segala tuduhannya, maka didera sebanyak delapan puluh kali serta
tidak diterima kesaksiannya.*?

Ketiga, jarimah sarigah yaitu pencurian, bila ditinjau dari segi
hukumannya dibagi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman
had dan pencurian yang diancam dengan hukuman ta ’zir,

Unsur-unsur pencurian yaitu:
a. Pengambilan secara diam-diam
b. Barang yang dicuri berupa harta

c. Harta yang dicuri itu milik orang lain

d. Adanya niat yang melawan hukum

*2Djazuli, Figh Jinayah, Cet. II, him. 63.



Adapun perbedaan unsur-unsur pencurian adalah pengambilan secra
diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik yang berupa barang bernilai mencapai
nisab mal (harta) kemudian harta tersebut milik orang lain dan pengambilan
tersebut bukan dilakukan karena terpaksa (darurat) akan tetapi adanya niat yang
melawan hukum.

Dasar hukum mengenai sanksi pencurian yaitu:

o R
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Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.(al-Maidah: 38)

Hukuman yang dijatuhkan apabila seseorang terbukti mencuri yaitu bila
mencuri untuk yang pertama kalinya maka dipotong tangan kanannya, apabila
mencuri yang kedua kalinya maka dipotong kaki kirinya, begitulah seterusnya.>®

Keempat, jarimah hirabah(perampokan) yaitu keluarnya sekelompok
orang dengan maksud untuk mengambil harta secara terang-terangan dan
kekerasan, Perbedaan yang asasi antara pencurian dan pembegalan/perampokan
terletak pada cara pengambilan harta, yakni dalam pencurian secara diam-diam,
sedangkan dalam perampokan secara terang-terangan atau disertai kekerasan.

Dasar hukum hirabah (perampokan) adalah firman Allah:

31bid., him. 71.
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Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah
dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di
akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (al-Maidah: 33)

Sanksi bagi perampok menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan

Imam Ahmad berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Bila ia hanya

mengintimidasi, tanpa mengambil harta dengan kekerasan, namun tidak sambil

membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kakinya secara bersilang.

Hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati.

Menurut Imam Malik, sanksi hirabah diserahkan kepada Imam untuk memilih

salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan

kemaslahatan.>

Kelima, Jarimah Khamar (minuman Kkeras)yaitu minum minuman yang
memabukan baik minuman tersebut dinamakan khamar maupun bukan khamar
yang berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan lainya,

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi minum khamar itu delapan

puluh kali jilid. Sedangkan menurut Imam Syafi’i adalah empat puluh kali jilid,

meskipun ia kemudian membolehkan menambah sampai delapan puluh kali jilid

**1bid., him. 86.



bila imam menghendakinya. Jadi empat puluh selebihnya bagi Imam Syafi’i

adalah ta zir.>®

Dasar hukum jarimah khamar yaitu:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panabh,
adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(Al-
Maidah:90)

Adapun sebab perbedaan ulama tentang jumlah jilid ini karena al-Qur’an
tidak menentukannya secara tegas, demikian pula Rasulullah SAW. kadang-
kadang beliau menjilidnya sedikit dan kadang-kadang menjilidnya banyak, tetapi
tidak pernah melebihi empat puluh kali jilid. Demikian pula Abu Bakar menjilid
peminum khamar dengan empat puluh kali jilid. Pada zaman pemerintahan Umar
bin Khatab, peminum khamar itu diberi hukuman delapan puluh kali jilid, karena
pada masa itu mulai banyak lagi peminum khamar. Ketentuan ini berdasarkan
hasil musyawarah beliau bersama para sahabat yang lain, yakni atas usulan
Abdurrahman bin Auf. Pada pemerintahan Ali peminum khamar juga diberi

hukuman delapan puluh kali jilid, dengan menggiyaskan kepada penuduh zina.

Disepakati para ulama bahwa sanksi tidak diberikan ketika peminum itu mabuk,

%51bid., him. 99.



karena sanksi itu merupakan pelajaran, sedangkan orang yang sedang mabuk tidak
dapat diberi pelajaran.®
Keenam, jarimah pemberontakan, Menurut bahasa, al-baghyu adalah
memilih sesuatu. Tiada kesepakatan dikalangan ulama tentang definisi al-baghyu.
Ulama Hanafiyah, misalnya, mengartikannya sebagai keluarnya seseorang dari
ketaatannya kepada imam yang sah tanpa alasan. Ulama Syafi’iyah berkata:
“pemberontak adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara
tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan
memiliki kekuatan, memiliki argumentasi dan memiliki pemimpin. Faktor
penyebab perbedaan mereka dalam mendefinisikan al-baghyu adalah perbedaan
mereka dalam menentukan syarat-syarat dan bukan perbedaan dalam unsur yang
prinsip.>’
Adapun unsur-unsur pemberontakan yaitu:
a. Keluar dari imam dengan terang-terangan
Yang dimaksud keluar dari imam adalah menentang dan mencoba untuk
menjatuhkan imam atau menolak segala sesuatu yang diwajibkan olehnya. Di
sepakati oleh ulama bahwa, bisa bahkan wajib tidak taat kepada imam apabila ia

memerintahkan hal-hal yang maksiat.

%51hid.
bid., him. 106



b. Ada i’tikad tidak baik
Di isyaratkan dalam pemberontakan itu adanya itikad jahat dari para
pemberontak, yakni mereka bermaksud menggunakan kekuatan untuk
menjatuhkan imam atau untuk tidak mentaatinya.®
Ketujuh, Riddah(murtad), Arti menurut bahasa adalah kembali. Menurut
syara’ adalah keluar dari Islam.
Dasar hukum jarimah riddah adalah firman Allah:
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Artinya: Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati
dalam kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalanya didunia dan
diakhirat, dan mereka itulah penghuni neraka,mereka kekal didalamnya.
(Al-Bagarah:217)

Adapun unsur-unsur jarimah riddah yaitu:
a. Keluar dari Islam
Artinya tidak lagi meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Proses ini
terjadi melalui tiga cara, yaitu:
1) Dengan tindakan, vyaitu melakukan  perbuatan  yang
diharamkansecara sengaja untuk menghina, meremehkan, atau

menentang Islam.

%81bid., him. 103
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2) Dengan ucapan, yaitu mengatakan bahwa Allah bukanlah tuhanm
Allah tidak Esa, apabila memproklamasi diri telah keluar dari
agama Islamatau menyatakan diri sebagai Nabi, maka secara
otomatis ia telah murtad.
3) Dengan keyakinan, yaitu murtad karena Kkeyakinan seperti
meyakini bahwa alamini telah ada sebelum adanya Allah.
b. Ada itikad tidak baik
Yaitu seseorang sengaja mengucapkan atau melakukan apa yang sebelumnya
terlintas didalam hati dan ia sadar hal ini akan membuatnya dianggap murtad. Hal

ini sangat berkaitan dengan niat dan kesengajaan.™

2.3.2. Tindak Pidana Jinayat
Maksud dari jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancam
hukum gisas atau hukuma diyat. Baik gisas maupun diyat hukuman-hukuman
yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah dan batas
tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa sikorban
bisa memaafkan sipembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut
terhapus. ® Tindak pidana jinayat terdiri atas beberapa macam vaitu:
Pertama, pembunuhan disegaja (al-gatl al-‘amdi), adalah perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan

menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuhnya.61

**|bid., him. 14

%9Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet ke 4, (Jakarta: Bulan Bintang,
1990), him. 8.

*!bid.



Kedua, pembunuhan semi segaja (al-gatl al-syibh al-‘amdi) adalah
perbuatan yang segaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuna
mendidik. Sebagai contoh: seseorag guru memukulkan penggaris kepada kaki
seorang muridnya, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka
perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi segaja.®

Ketiga, pembunuhan tidak segaja (al-gatl al-khata), perbutan yang
dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesegajaan yang mengakibatkan
orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh seseorang melakukan penebangan
pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu tiba-tiba tumbang dan menimpa
orang yang lewat lalu meninggal dunia.

Keempat, penganiayaan (al-jarhul ‘amdi) , dan melukai organ tubuh.

Dasar hukum jarimah pembunuhan dan penganiayaan yaitu:
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Artinya: Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat)
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka
(pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya,
Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa
tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka
mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Al-Maidah: 45)

82| pid,



2.3.3. Tindak Pidana Ta zir.

Tindak pidana ta zir adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan
satu atau beberapa hukuman ta zir. Pengertian ta zir adalah memberi pegajaran
(at-ta’dib). Tetapi untuk hukum pidana Islam istilah tersebut mempunyai
pengertian tersendiri. Syara’ tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk
tiap-tiap jarimah ra’zir, tatapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari
yang seringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini
hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai
dengan macam jarimah fa zir serta keadaan sipembuatnya juga. Jadi hukuman-
hukuman 7a’zir tidak mempunyai batas tertentu.®® Tindak pidana ta’zir ini
meliputi semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana hudid

dan tidak pidana jinayat.

2.4. Jenis-jenis Sanksi pidana dalam Hukum Pidana Islam

2.4.1.Jarimah hudud
Dalam pidana hudud terbagi atas tujuh tindak pidana, adapun ketujuh
tindak pidana dan sanksinya yaitu:
1. Tindak pidana zina

Sanksi bagi pelaku zina terdapat dalam surat An-Nur ayat 2:
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Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-
orang yang beriman.(Q.s.Al-Israa’ ayat 32)

2. Tindak Pidana Qadzaf
Sanksi bagi pelaku gadzaf ada dua macam yaitu:

a. Hukuman pokok vyaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali.
Hukuman ini merupakan hukuman had yaitu hukuman yang
ditentukan oleh syara’ sehingga ulil amri tidak mempunyai hak
untuk memberikan pengampunan

b. Hukuman tambahan yaitu tidak diterima persaksiannya.®*

3. Tindak PidanaSarigah
Sanksi untuk tindak pidana sarigah yaitu hukuman yang dijatuhkan
apabila seseorang terbukti mencuri yaitu bila mencuri untuk yang pertama
kalinya maka dipotong tangan kanannya, apabila mencuri yang kedua
kalinya maka dipotong kaki kirinya, begitulah seterusnya.
4. Tindak Pidana Khamar
Adapun sanksi bagi peminum minuman keras menurut Imam Abu
Hanifah dan Imam Malik, sanksi minum khamar itu delapan puluh kali

jilid. Sedangkan menurut Imam Syafi’i adalah empat puluh Kali jilid,

meskipun ia kemudian membolehkan menambah sampai delapan puluh

% Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, him.69.



kali jilid bila imam menghendakinya. Jadi empat puluh selebihnya bagi

Imam Syafi’i adalah ta zir

. Tindak Pidana Hirabah

Sanksi bagi pelaku tindak pidana hirabah yaitu Sanksi bagi perampok
menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berbeda-
beda sesuai dengan perbuatannya. Bila ia hanya mengintimidasi, tanpa
mengambil harta dengan kekerasan, namun tidak sambil membunuh, maka
sanksinya adalah potong tangan dan kakinya secara bersilang. Hanya
membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati.

Menurut Imam Malik, sanksi hirabah diserahkan kepada Imam untuk
memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai
dengan kemaslahatan.®
. Tindak pidana Pembrontakan

Hukuman bagi yang melakukan terhadap negara maupun pemerintahan
yang sah, menurut firman Allah hukum memerangi pemberontak atas
perintah imam atau pemimpin hukumnya wajib, jika pemberontak itu
dilakukan oleh segolongan kaum muslim atas golongan kaum lain.
Apalagi jika pemberontak itu ditunjukan kepada pemimpin yang sah.

Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: Aku mendengar

Rasulullah SAW, bersabda “Barang siapa memecah belah persatuan kaum

%1bid., him. 86.



muslim, padahal mereka telah sepakat untuk memilih satu pemimpin
dengan maksud dengan menceraiberaikan umat, maka bunuhlah dia”.®®
7. Tindak Pidana Riddah
Sanksi bagi pelaku riddah ada tiga macam yaitu hukuman pokok,
hukuman penganti, hukuman tambahan. Adapun hukuman tersebut:
a. Hukuman Pokok

hukuman pokok untuk jarimah riddah adalah hukuman mati dan

statusnya sebagai hukuman had. Hukuman madi yang dimaksud

adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap orang yang
murtad, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda.
b. Hukuman Pengganti

Hukuman pengganti untuk jarimah riddah berlaku dalam dua

keadaan sebagai berikut:

1. Apabila hukuman pokok gugur karena tobat maka hakim
menggantinya dengan hukuman ta’zir yang sesuai dengan
keadaan pelaku perbuatan tersebut, seperti hukuman jilid
(cambuk), atau penjara, denda, dengan cara dipermalukan
(taubikh).

2. Apabila hukuman pokok gugur karena subhat, seperti pandangan
Imam Abu Hanifah yang menggurkan hukuman mati dari pelaku
wanita dan anak-anak maka dalam kondisi ini pelaku perbuatan

itu (wanita dan anak-anak)di penjara dengan masa hukuman

®®Hasan Mustofa dan Ahmad Saebani Beni, Hukum Pidana Islam Figh Jinayah,cet. 1,
him458-459



yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa untuk kembali ke
agama islam.
c. Hukuman Tambahan
hukuman tambahan dikenakan kepada orang yang murtad ada dua
macam, yaitu:
1. Penyitaan atau Perampasan
Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, apabila
orang murtad meninggal atau dibunuh maka hartanya menjadi
milik bersama dan tidak boleh diwariskan oleh siapapun atau
dengan kata lain harta tersebut disita oleh negara.
2. Berkurangnya Kecakapan untuk melakukan Tasarruf
Riddah tidak berpengaruh terhadap kecakapan untuk memiliki
sesuatu dengan cara apapun kecuali warisan, tetapi ia
berpengaruh  terhadap kecakapan untuk mentasarrufkan
hartanya, baik harta tersebutdiperoleh sebelum murtad maupun

sesudah murtad.®’

2.4.2.Jarimah Qishash/Diyat
Dalam tindak pidana gisas/diyat dibagi beberapa macam tindak pidana

yaitu:

1. Pembunuhan Sengaja

%" Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafik, 2005),hlm.127-
131



Hukaman pembunuhan sengaja dalam syari’at Islam diancam
dengan beberapa macam hukuman sebagian merupakam hukuman
pokok dan pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok
untuk pembunuhan sengaja adalah Qishash dan kifarat, sedangkan
penggantinya adalah diat dan ta’zir, untuk hukuman tambahan

adalah penghapus hak waris dan hak wasiat.

2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Hukuman pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum islam di
ancam dengan dengan beberapa hukuman yaitu hukuman pokok
dan pengganti,dan hukuman tambahan. Hukuman pokok untut
tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam

yaitu diat dan kifarat sedangkan hukuman pengganti yaitu ta’zir

3. Pembunuhan Tidak Sengaja

Hukuman untuk pembunuhan tidak sengaja adalah hukuman
pokok: diyat, kifarat dan hukuman tambahan: penghapusan hak dan

wasiat.®

2.4.3.Jarimah Ta zir

Hukuman ta’zir adalah hukum yang belum ditetapkan oleh syara’ dan
diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkanya. Secara garis besar dapat

dikelompokkan kepada empat kelompok yaitu:

175
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1. Hukuman ta’zir yang mengenai badan seperti hukuman mati dan jilid
(dera)

2. Hukuman vyang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti
hukuman penjara dan pengasingan

3. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta seperti denda,
penyitaan/perampasan harta dan penghancuran barang

4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi
kemaslahatan umum.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 59:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al- Qur’an) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya (An-Nisa’:59)

2.5. Konsekuensi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Menurut Persoalannya

a. Konsekuensi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Zina
Perbuatan zina perbuatan dosa besar yang konsekuensinya
membahayakan agama dan kehormatan, didalam syari’at islam ada tiga
jenis sanksi bagi pelaku zina yaitu:

1. Cambuk

2. Pengasingan



3. Rajam
Dengan demikian maka hukuman untuk pezina tercantum dalam surat An-
Nisa’ayat 15 dan 16 dirinci menjadi dua bagian:
1. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina
yang belum berkeluarga (ghair muhshan)

2. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (muhshan) disamping itu dera

seratus kali®
b. Konsekuensi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Qadzaf
Adapun konsekuensi bagi pelaku gadzaf adalah bisa membahayakan
agama, kehormatan. Sanksi bagi pelaku gadzaf ada dua macam yaitu:

1. Hukuman pokok vyaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali.
Hukuman ini merupakan hukuman had yaitu hukuman yang
ditentukan oleh syara’ sehingga ulil amri tidak mempunyai hak untuk
memberikan pengampunan

2. Hukuman tambahan yaitu tidak diterima persaksiannya

c. Konsekuensi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Khamar
Perbuatan meminum-minuman Kkeras atau memabukan salah satu
perbuatan yang tidak disukai Allah, apabila seseorang melakukan perbuatan
tersebut maka konsekuensinya bisa membahayakan akal, jiwa, agama, harta
benda.
Sanksi menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bagi peminum minuman

keras (khamr) adalah dera delapan puluh kali. Sedangkan menurut Imam Syafi’i

% Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafik, 2005),him.7-28



dan satu riwayat dari Imam ahmad, hukuman untuk peminum minuman keras itu
adalah dera empat puluh kali, para ulama sepakat hukuman dera empat puluh kali
jelas merupakan hak Allah, yaitu merupakan hukuman had sehingga hukuman
tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan, jadi hukuman bagi peminum
minuman keras adalah 40 kali dera.
d. Konsekuensi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pencurian
Adapun konsekuensi bagi pelaku pencurian adalah bisa membahayakan
agama, harta benda, kehormatan. Hukuman bagi pelaku pencurian ada dua
macam hukuman adalah:
1. Penggantian Kerugian (Dhaman)
Menurut iman Abu Hanifah pengantian kerugian dapat dikenakan
terhadap pencurian apabila ia tidak dikenai hukuman potong
tangan, akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan
maka penggantian kerugian tidak dikenakan, hukuman potong
tangan dan penggantian kerugian tidak bisa dilaksanakan sekaligus
alasannya adalah dalam al-quran hanya menyebutkan hukuman
potong tangan bagi untuk tindak pidana pencurian sebagaimana
yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak
menyebutkan penggantian kerugian.
2. Hukuman Potong Tangan
Hukuman potong tangan merupakan pokok untuk tindak pidana

pencurian



Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa
digugurkan baik oleh korban maupun oleh ulil amri, kecuali menurut syi’ah
Zaidiyah. Menurut mereka hukuman potong tangan bisa digugat apabila
dimaafkan oleh korban (pemilik barang).”

e. Konsekuensi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Hirabah
Perbuatan hirabah adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT
maka konsekuensi bagi pelaku tersebut bisa merusak agama, jiwa, harta
benda, kehormatan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana hirabah yaitu
menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berbeda-
beda sesuai dengan perbuatannya. Bila ia hanya mengintimidasi
(menakuti, menggertak, mengancam), tanpa mengambil harta dengan
kekerasan, namun tidak sambil membunuh, maka sanksinya adalah potong
tangan dan kakinya secara bersilang. Hanya membunuh tanpa mengambil
harta, maka sanksinya adalah hukuman mati.
Menurut Imam Malik, sanksi hirabah diserahkan kepada Imam untuk
memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai
dengan kemaslahatan
f.  Konsekuensi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pembrontakan
Adapun konsekuensi bagi pelaku pemberontakan adalah dapat merusak
agama, harta benta, kehormatan. Sanksi bagi yang melakukan terhadap
negara maupun pemerintahan yang sah, menurut firman Allah hukum

memerangi pemberontak atas perintah imam atau pemimpin hukumnya

“Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, him.71-91



wajib, jika pemberontak itu dilakukan oleh segolongan kaum muslim atas
golongan kaum lain. Apalagi jika pemberontak itu ditunjukan kepada
pemimpin yang sah.

Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: Aku mendengar
Rasulullah SAW, bersabda “Barang siapa memecah belah persatuan kaum
muslim, padahal mereka telah sepakat untuk memilih satu pemimpin
dengan maksud dengan menceraiberaikan umat, maka bunuhlah dia.
Konsekuensi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Riddah

Perbuatan tindak pidana riddah sangat dilaknat oleh Allah SWT,
adapun konsekuensi bagi pelaku tersebut dapat membahayakan agama,
akal, jiwa, harta benda, serta kehormatan. Sanksi bagi pelaku riddah ada
tiga macam vyaitu hukuman pokok, hukuman penganti, hukuman
tambahan. Adapun hukuman tersebut:

a. Hukuman Pokok

adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman had.
Hukuman madi yang dimaksud adalah hukuman yang berlaku
umum untuk setiap orang yang murtad, baik laki-laki maupun
perempuan, tua maupun muda.

b. Hukuman Pengganti

adalah Apabila hukuman pokok gugur karena tobat maka hakim
menggantinya dengan hukuman ta’zir yang sesuai dengan keadaan
pelaku perbuatan tersebut, seperti hukuman jilid (cambuk), atau

penjara, denda, dengan cara dipermalukan (taubikh). Apabila



hukuman pokok gugur karena subhat, seperti pandangan Imam Abu
Hanifah yang menggurkan hukuman mati dari pelaku wanita dan
anak-anak maka dalam kondisi ini pelaku perbuatan itu (wanita dan
anak-anak)di penjara dengan masa hukuman yang tidak terbatas

dan keduanya dipaksa untuk kembali ke agama islam.

c. Hukuman Tambahan
hukuman tambahan dikenakan kepada orang yang murtad ada dua
macam Vaitu: Penyitaan atau Perampasan, dan Berkurangnya
Kecakapan untuk melakukan Tasarruf

Riddah tidak berpengaruh terhadap kecakapan untuk memiliki sesuatu
dengan cara apapun kecuali warisan, tetapi ia berpengaruh terhadap kecakapan
untuk mentasarrufkan hartanya, baik harta tersebutdiperoleh sebelum murtad

maupun sesudah murtad.”

BAB TIGA

PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT DI GAMPONGKAMPUNG
PAYA KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN

3.1. Landasan Hukum Pidana Adat dalam Qanun Aceh

" Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, him.127



Adat dalam pandangan para pakar hukum positif adalah kebiasaan
manusia atas perilaku tertentu dalam salah satu sisi kehidupan sosial mereka
sehingga muncul darinya kaidah yang diyakini secara umum dan harus dihormati
sebagai undang-undang yang mealanggarnya berakibat pada dijatuhkannya
hukuman materi. Sedangkan dalam pandangan pakar hukum Islam, adat adalah
apa yang biasa dilakukan mayoritas manusia, baik dalam bentuk ucapan ataupun
perbuatan, secara berulang-ulang, hingga meresap dalam jiwa mereka dan
diterima dalam pemikiran mereka, atau apa yang biasa dilakukan manusia atau
sekelompok dari mereka hingga meresap dalam jiwa mereka, tentang perbuatan
yang beredar di antara mereka atau banyak penggunaannya dalam makna khusus,
sehingga segera terarah kepadanya ketika dimutlakkannya, bukan pada makna
aslinya.”

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui
adanya otonomi yang dimiliki desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan
pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Dan
Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No: 5 tahun 2003 tentang
pemerintahan gampong dalam provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tanun 2008 tentang pembinaan
kehidupan adat dan adat istiadat dijelaskan penyelesaian sengketa/perselisihan
dalam Bab VI Pasal 13 yang berbunyi:

1. sengketa atau perselisihan adat istiadat meliputi:

"2 Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2011), him. 217.



a. Perselisihan dalam rumah tangga
b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
c. Perselisihan antar warga
d. Khalwat mesum
e. Perselisihan tentang hak milik
f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
g. Perselisihan harta seuhareukat
h. Pencurian ringan
i. Pencurian ternak peliharaan
j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan
k. Persengketaan di laut
I. Persengketaan di pasar
m. Penganiayaan ringan
n. Pembakaran hutan (dalam skala ringan yang merugikan komunitas
adat)
0. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
g. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman) dan,
r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat
2. Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana yang
dimaksud pasal pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap
3. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan

diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong



3.2. Qanun Tentang Sanksi Pidana Adat di Gampong Kanpung Paya
Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Khusus di Aceh, keberadaan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh
tidak dipisahkan lagi dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat aceh.
Ada ungkapan mengatakan “udep lam adat, mate lam hukoem”, (hidup dalam
kebiasaan atau saling menghormati, mati didalam hukum/ketentuan Allah). Ini
bermakna bahwa orang Aceh itu selalu memandang hidupnya didalam
bermasyarakat dan saling menghargai, sedangkan mati dalam hukum, Ini artinya
mati dalam hukum Allah yang merupakan ketentuan Allah.

Masyarakat yang hidup dalam suatu hukum adat adalah suatu kehidupan
bersama, yangwarganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama,
sehingga menghasilkan kebudayaan, dan masyarakat merupakan suatu sistem
sosial, yang menjadi wadah dari pola interaksi sosial atau hubungan individu
maupun hubungan antar kelompok sosial.”

Di Aceh, diakui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat
adat Aceh, diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan.
Masyarakat Aceh mengibaratkannya dalam uangkapan hukoem ngon adat lage zat
ngon sifeut (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Maknanya
adalah zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat didentifikasi tetapi
tidak dapat dipisahkan.

Hukum adat di Aceh pada umumnya tidak terkodifikasi atau tidak

tertulis, inilah yang membedakan dengan gampong Kampung paya, Adat di

"3 Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2005),
him.91.



gampong Kampung Paya dibukukan dalam satu buku yaitu “Qanun/Peraturan
Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan,
Provinsi Aceh Tahun 2015”. Didalam Qanun tersebut terdapat beberapa peraturan
perdata maupun pidana yaitu sebagai berikut:

1. Aturan kependudukan;

Aturan Ketentuan dan Ketertiban Umum Sanksi Adat Masalah
Pelanggaran;

Aturan Rangkain Perkawinan/Sunat Rasul,

Aturan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Syari,at Islam;
Aturan Peternakan;

Aturan Pertanian;

Peraturan Berkerasan dengan Kepemudaan;

Peraturan Penyelenggaraan/PengawasanPendidikn;
Peningkatan Musibah Kematian;

10 Pelestarian dan Kebersihan Gampong;

11. Peraturan Jual Beli Tanah, Rumah, Ternak;"

no

©ooNo AW

Peraturan Pidana terdapat dalam Qanun Nomor 2 ini yang mengatur tentang

Ketentuan dan Ketertiban Umum Sanksi Adat Masalah Pelanggaran

Bab 1:

Pasal 1. Mengganggu Orang Lain Perbuatan yang Tercela dan Tidak baik Serta
tidak dibernakan yaitu suatu perbuatan mengganggu ketentraman hidup orang
lain.

a. Melanggar hanya menggangu sopan santun tahap pertama diberikan
nasehat oleh lembaga adat dan hukum yang didampingi oleh pihak wali
yang bersangkutan. Apabila terjadi yang ketiga kalinya dikenankan sanksi
satu ekor kambing pada pihak lelaki dan beras selengkapnya pada pihak
perempuan.

b. Menggangu keluarga orang sekedar menlanggar sopan santun, tetapi
apabila sampai ketiga kali dihukum satu ekor kambing dan beras
secukupnya bagi lelaki saja.

c. Mengganggu tunangan orang lain yang mengakibatkan putus,
tunanggannya dikenakan sanksi harus membayar dua kali lipat dari Mas
kawin kepada pihak lelaki dan harus dikawinkan kedua mereka.

™ Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh
Selatan, 2015



Pasal 2: Berdua-duaan ditempat tersembunyi yang bukan muhrimnya yaitu: laki-
laki dan perempuan yang bukan muhrim berduan ditempat tersembunyi.

a.

b.

Apabila mereka tidak melakukan apa-apa maka, akan dinasehati
dihadapan pegawai adat dan hukum serta kedua orang tuanya.

Apabila mereka melakukan lagi sampai berulang kali maka diberi
hukuman satu ekor kambing pada lelaki dan bersa secukupnya pada
perempuan dan mereka harus dikawinkan.

Apabila mereka melakukan asusila maka mereka dikenakan satu ekor
kambing pada pihak lelki dan beras secukupnya pada pihak perempuan
dan mereka dinikahkan

Apabila pemuda/pemudi bertemu atau diudang ketempat pemuda/pemudi
atau ketempat janda atau ketempat kos diluar ketentuan dan tidak menurut
kewajaran atau sumbang menurut penglihatn, maka kepada
pemuda/pemudi yang mendatangi rumah tersebut dikenakan satu ekor
kambing dan beras secukupnya.

Pasangan pemuda/pemudi yang telah melakukan syarat-syarat merisik,
meminang atau ditolak oleh orang tua (wali) sedangkan mereka sepakat
untuk menikah sehimgga melarikan diri kerumah pimpinan adat dan
hukum minta dinikahkan mereka tidak dikenakan sanksi adat.

Pasangan pemuda/pemudi yang belum melakukan merisik, melarikan diri
kerumah pimpinan dat dan hukum minta dinikahkan dikenakan satu ekor
kambing pada lelaki dan beras secukupnya pada perempuan
Pemuda/pemudi gampong kampung paya tertangkap basah digampong
lain maka adat hukum gampong kampung paya harus patuh hukum adat
setempat dan sebaliknya.

Pasal 3: Mengganggu keluarga orang lain yaitu perbuatan seseorang yang
mengganggu kehidupan keluarga oang lain.

a.

b.

Seseorang melakukan perzinaan terhadap istri orang lain maka pada
silelaki dikenakan satu ekor kerbau dan pada perempuan beras
secukupnya.

Si lelaki diusir dari gampong kampong paya selama satu tahun.

Bab Il : SANKSI PELANGGARAN TENTANG PERKELAHIAN
Pasal 1: Perkelahian bersifat keluarga yaitu dalam satu keluarga terjadinya
perpecahan yang satu dengan yg lainnya.

a.

b.

d.

Seorang suami memukul istri diluar rumah dikenakan sanksi satu ekor
kambing dan peralatan secukupnya.

Berkelahi ditempat keramaian (jualan), khanduri dan lain-lain bagi yang
memulai dikenakan sanksi satu ekor kambing dan ditambah ranup bate,
dan beras secukupnya pada pihak lawan.

Bagi pemukul sehingga keluar darah dikenakan satu ekor kambing
secukupnya apabila yang dipukul tidak melawan dan ditambah dua meter
kain putih.

Apabila warga gampong lain berkelahi dengan warga gampong kita, tidak
patuh (melawan) pada pegawai adat dan hukum serta ketua pemuda akan
dikenakan satu ekor kambing secukupnya.



e. Apabila warga gampong kampong paya berkelahi dengan warga gmpong
lain, tidak ptu (melawan) pada pegawai adat dan hukum serta ketua
pemuda akan dikenakan satu ekor kambing secukupnya.

f. Apabila terjadi dakwa-dakwi/perang mulut maka cukup didamikan saja.

g. Apabila terjadi perkelahian dirumah ibadah (mesjid), dalam rumah
keuchik, rumah imam chik, rumah tuha peut, serta disawah dikenakan satu
ekor kerbau dan secukupnya.

Pasal 2: Pelanggaran bersifat umum yang dilakukan sanksi adat satu ekor kerbau
dan secukupnya antara lain:

a. Berkelahi ditempat ibadah, rumah keuchik, rumah imam chik, rumah
ketua tuha peut, dan dalam lokasi persawahan pada musim tanah.

b. Melakukan perzinaan dengan wanita yang punya suami.

Pasal 3: Pelanggaran yang dikenakan satu ekor kambing dan secukupnya;
a. Mengancam dihalam rumah orang lain.
b. Warga orang lain mengancam dihalaman rumah warga gampong kampung

paya.

c. Berkelahi ditempat kenduri baik warga gampong maupun warga gampong
lain.

d. Memberi malu, menghina lembaga adat, hukum dan tuha peut dimuka
umum.

e. Berkelahi dirumah orang.

f. Menuduh orang menggunakan guna-guna bila yang dituduh ada bukti
maka kepada yang dituduh dikenakan sanksi adat satu ekor kambing dan
secukupnya, bila tidak ada bukti maka yang menuduh dikenakan satu ekor
kambing dan secukupnya.

g. Perkelahian yang menggunakan senjata tajam sebelah pihak, maupun
kedua belah pihak.

Pasal 4: Pelanggaran ditambah nasi kunyit tepung warna;
a. Mengeluarkan darah
b. Sebut menyangkut
Pasal 5: Pelanggaran adat yang dikenakan satu balai sirih adalah perkelahian yang
tidak memberikan bekas.
Pasal 6: Pelanggaran yang dikenakan bersalam-salaman adalah jika terjadi perang
mulut sesamanya dan belum terjadi perkelahian.

Bab I1l: SANKSI PELANGGARAN PENCURIAN, PERJUDIAN, DAN
MABUK-MABUKAN SERTA PENGEDAR
Pasal 1:Sanksi pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara
sesembunyi
a. Bila kedapatan pencurian yang nilainya kurang dua juta maka seluruh
harta curian tersebut harus dibayar penuh dan denda adat pinang cerana
b. Bila kedapatan pencurian yang nilainya melebihi dua juta maka sipencuri
diserahkan kepada pihak kepolisian.
Pasal 2:Sanksi perjudian yaitu permainan bertaruh memilih salah satu di antara
beberapa pilihan dan hanya satu yang benar, yang menguntungkan satu
pihak dan merugikan pihak lain.



a. Bila kedapatan orang berjudi dirumahnya maka orang yang punya rumah
dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya

b. Bila kedapatan perjudian diluar rumah maka komplotan perjudian
dikenakan sanksi satu ekor kambing dan beras secukupnya.

Pasal 3: Sanksi mabuk-mabukan yaitu perbuatan dengan cara meminum Keras
yang menghilangkan akal seseorang pemabuk.

a. Bila kedapatan orang mabuk didalam rumah maka orang yang punya
rumah dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya

b. Bila kedapatan orang mabuk-mabukan diluar rumah maka pribadi
sipemabuk dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya.”

Adapun Diktum atau keputusan dari pembuat Qanun/Peraturan Gampong
Kampung Paya tersebut mengingat dan menimbang serta menindak lanjuti
menyangkut hidup dalam bermasyarakat dimana kesuksesan dalam
kepemerintahan gampong itu adalah berpijak disatu aturan (Qanun) agar
masyarakat tersebut menciptakan semua hal kebaikan dan tidak melakukan hal-hal
yang menyesatkan umat, dengan Qanun ini salah satunya jalan kita melanjutkan
apa yang sudah pernah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW.

Setelah musyawarah pembentukan sebuah ganun, pihak perancang ganun
mensosialisasikan sekaligus penempelan berkas ganun ditempat umum dengan
masa sanggahan masyarakat 10 hari, dengan masa yang diberikan tersebut tidak
ada usulan dari semua kalangan sekalipun dari masyarakat sendiri, berarti ganun
tersebut sudah bisa disahkan dan dijadikan dasar aturan sehingga sudah bisa
dijalankan oleh pemangku adat dan pemangku hukum beserta seluruh
masyarakat. "

3.3. Pelaksanan Qanun Tentang Pidana Adat di Gampong Kampung Paya
Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

’® Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh
Selatan, 2015.

"®Hasil wawancara dengan Dhamir Syam KeuchikGampong Kampung Paya), tanggal
19Juli 2017, telepon



Penyelesaian perkara pidana maupun perdata di dalam masyarakat Aceh
selalu diupayakan penyelesaian menurut hukum adat, hal ini disebabkan karena
hukum adat bagi masyarakat Aceh sudah menyatu dengan masyarakat Aceh dan
tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Penggunaan hukum adat
sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat
selalu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Aceh. Penyelesaian perkara
melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat selain
prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak memakan biaya seperti proses
penyelesaian di pengadilan serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam
masyarakat secara keseluruhan.”’

Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu
dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas
rukun, tentram dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang
baik di dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang hendak dicapai
adalah kerukunan dan keharmonisan hidup antara sesama individu atau kelompok
di dalam bermasyarakat.

Apabila terjadi suatu tindak pidana di daerah tertentu maka ia tidak akan
terlepas dari hukuman menurut adat daerah tersebut. Penyelesaian perkara di
Aceh dapat berbeda-beda di masing-masing kabupaten atau daerah, begitu pula di
gampong kampong paya kecamatan Kluet utara, di gampong kampong paya

terdapat Undang-undang hukum adat tertulis dan apabila ada masyarakat yang

""Keterangan diatas diperoleh dari Jafar Husen, masyarakat Gampong Kampung Paya
Kecamatan Kluet Utara Kabupaten aceh Selatan pada tanggal 7 januari 2017, dirumah salah satu
masyarakat.



melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka ia tidak akan terlepas dari
hukuman yang diatur dalam undang-undang (Qanun) tersebut.”®

Apabila terjadi suatu tindak pidana, maka prosedur yang ditempuh adalah

sebagai berikut:

a. Bermula dari laporan kepada kepala lorong atau kepala dusun tentang
suatu kasus, maka tahapan pertama kasus tersebut akan diselesaikan
dengan cara musyawarah oleh kepala lorong atau kepala dusun dimana
perkara tersebut terjadi, baik di lorong teladan, lorong Tengah, maupun
lorong Sawah.

b. Dan apabila kasus tersebut tidak dapat atau tidak berhasil diselesaikan
oleh kepala lorong, maka kasus tersebut akan dinaikkan ketingkat
gampong atau diserahkan kepada kepala desa atau geucik.

c. Kemudian geucik akan melakukan permusyawarahan beserta dengan
semua perangkat adat gampong kampong paya untuk menyelesaikan
kasus tersebut. Dan cara penjatuhan sanksi sesuai dengan isi ganun
gampong yang telah direvisi setiap pergantian geucik gampong. Maka
geucik yang akan membaca sanksi sesuai pasal yang menyangkut
perkara yang sedang dimusyawarahkan.

d. Dan apabila yang terjadi adalah kasus yang sanksinya tidak terdapat
dalam ganun tersebut maka cara yang tempuh adalah tuha peut akan

bermusyawarah dan mencari sanksi yang sepadan dengan perkara yang

’® Hasil wawancara dengan Abu Samah (sebagai Imam Chik Gampong Kampung Paya,
tanggal 8 Juni 2017, dirumah Imam Chik.



dilakukan, biasanya akan diminta denda sesuai dengan besarnya
perkara yang terjadi.”

Sebagai contohnya, apabila terjadi kasus pencurian dilorong tengah, maka
kasus tersebut akan dilaporkan kepada kepala dusun lorong tengah, dan akan coba
diselesaikan oleh kepala lorong tersebut, namun apabila kepala lorong Tengah
tidak berhasil menyelesaikan kasus pencurian tersebut, maka kasus tersebut
dialihkan kepada geucik dan perangkat adat lainnya, kemudian geucik akan
membaca isi dari ganun tersebut tentang pasal pencurian yang terdapat dalam
Pasal 1 yang berisi:

Perbuatan mencuri/merampok/mencopet adalah perbuatan yang bertentangan
dengan hukum agama dan adat istiadat gampong. Bagi yang
mencuri/merampok/mencopet harta orang lain dikenakan sanksi:
Pasal 1: Sanksi pencurian;
a. Bila kedapatan pencurian yang nilainya kurang dua juta maka seluruh
harta curian tersebut harus dibayar penuh dan denda adat pinang cerana
b. Bila kedapatan pencurian yang nilainya melebihi dua juta maka sipencuri
diserahkan kepada pihak kepolisian
Selanjutnya denda tersebut diserahkan kepada bendahara gampong untuk
digunakan atas keperluan yang telah ditentukan dalam ganun tersebut, dan jangka
waktu yang diberikan untuk melunasi denda yang telah ditetapkan ialah menurut

dari persepakatan yang telah disepakati bersama.

" Hasil wawancara dengan Azizah (sebagai Ketua Tuha Peut Gampong Kampung Paya,
tanggal 10 Juni 2017, dirumah Tuha Peut.



Dari hasil penulis dapatkan dari hukuman yang telah diberikan kepada
pelaku tindak pidana dengan cara melipat gandakan denda yang harus dibayar
oleh pelaku maka pelaku jera dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.*

Kemudian Keucik akan memberikan nasehat kepada pelaku pencurian
untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan jika ia melakukan kesalahan yang
sama untuk kedua kalinya maka hukuman akan diperberat dan dilaporkan kepada
pihak yang berwajib. Lalu musyawarahpun diakhiri oleh keucik gampong
kampung paya.

3.4. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana
Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten
Aceh Selatan

Hukum Islam adalah hukum yang yang berasal dari Allah SWT dan
kemudian diutuskan Rasulullah untuk mengajarkan hukum tersebut kepada
seluruh ummat manusia, hukum tersebut terdapat dalam al-Qur’an dan hadist dan
juga ijma’ para ulama. Tidak ada seorangdari manusia yang dapat merubah atau
mengganti ketentuan dari hukum Allah tersebut, manusia hanya dituntut untuk
mentaati semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang-Nya.

Allah tidak melarang manusia untuk melakukan ijtihad, selama tidak
bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis, begitu juga dengan hukum adat, Allah
tidak pernah melarang menghidupkan hukum adat dalam kehidupan
bermasyarakat, selama hukum adat tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan

hukum Islam. Dan masyarakat gampong kampung paya pada umumnya

8 Hasil wawancara dengan Dhamir Syam KeuchikGampong Kampung Paya), tanggal 12
Juni 2017, dirumah keuchik.



menggunakan hukum adat dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi dalam

masyarakat, karena masyarakat gampong kampung paya sampai saat ini masih

mempertahankan dan melestarikan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari
sejauh tidak bertentangan atau sejalan dengan hukum syari’at Islam.

Penjatuhan hukuman di gampong kampung paya tidak membedakan antara
kejahatan yaang berat maupun ringan. contohnya perzinaan, pencurian, minuman
khamar dalam Qanun gampong tidak terdapat perbedaan hukuman terhadap
pencurian yang sampai kadar hukuman had dengan pencurian yang tidak sampai
kadar®™. Sedangkan didalam Islam hukuman dibagi menjadi beberapa macam
sesuai dengan tindak pidananya, salah satunya apabila ditinjau dari segi terdapat
atau tidak nashnya dalam al-Qur’an dan hadis, maka hukuman dapat dibagi
menjadi dua, yaitu:

a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu zudud, gisas, diyat,dan kafarah.

b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman
ta’zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan
amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.®

Hukuman Audud,dandiyat tidak ada keringanan di dalamnya, dan tidak
memiliki batasan minimal dan maksimalnya. Dan apabila tindak pidana ini sudah
dibuktikan, hakim harus melaksanakan hukuman vyang telah ditentukan tanpa

harus mengurangi, menambah, mengganti, atau menunda pelaksanaannya.

81 Hasil wawancara dengan Taiben (sebagai Kadus Dusun TengahGampong Kampung
Paya, tanggal 10 Juni 2017, dirumah keuchik.

8 Djazuli, Figh Jinayah:Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Cet.2, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 1997), him.28.



Kekuasaan hakim hanya terbatas pada penjatuhan putusan yang telah ditetapkan
apabila perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku telah dibuktikan.®

Sedangkan hukuman ta zir, Para ahli figh seperti al-Sarakhsi dan al-
Mawardi, mendefinisikan ta zir sebagai hukuman selain had dan kafarat terhadap
segala bentuk maksiat (pelanggaran) terhadap hak Allah atau hak manusia yang
tidak ditentukan kadarnya dengan tujuan untuk mendidik dan mengajari
pelakunya.®

Sehingga dalam penjatuhan sanksi terhadap suatu perkara tindak pidana
dalam gampong kampung paya masih banyak terdapat perbedaan dengan sanksi
yang ada dalam hukum Islam, namun ada juga terdapat kesesuaian antara hukum
pidana Islam dengan ganun gampong kampung paya, kesesuain tersebut terdapat
dalam perkara yang dikenakan hukuman fa zir. Dalam ganun gampong tercantum
hukuman yang bersifat za’zir seperti denda yang dibebankan kepada pelaku
kejahatan maupun kerja sosial seperti membersihkan tempat ibadah sesuai dengan
yang diputuskkan dalam siding adat. Sebagaimana penjelasan mengenai
pengertian hukuman ta’zir dalam hukum Islam bahwasanya sanksi terhadap
perkara ta’zir diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau ulil amri, jadi
pemerintahan gampong memiliki wewenang sepenuhnya dalam menetapkan
hukuman terhadap tindak pidana ta zir.

Namun ganun atau peraturan gampong kampung paya masih sangat

banyak terdapat perbedaan atau ketidak sesuai dengan hukum Islam di antaranya

8Abdul Qadir Audah, al-Tasyiri al-Jina’i Al-IslamiMugaranam bil al-Qanun al-
Wadh’i,(Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007), him.102.

8 Al-Yasa’ Abubakar, Hukum Pidana Islam di Aceh, cet.2, (Banda Aceh: Dinas Syari’at
Islam, 2011), him. 48-49.



seperti hukuman terhadap pencurian, yang seharusnya apabila barang yang
dicurinya sampai kadar maka sanksinya adalah potong tangan, dan begitu juga
pada kasus khamar yang seharusnya hukuman bagi peminum khamar adalah
dijilid 40 kali. Tetapi di dalam ganun gampong kampung payasanksinya:
Pasal 3: Sanksi Mabuk-mabukan;
a. Bila kedapatan orang mabuk didalam rumah maka orang yang punya
rumah dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya
b. Bila kedapatan orang mabuk-mabukan diluar rumah maka pribadi
sipemabuk dikenakan satu ekor kambing dan beras secukupnya
Penulis menyimpulkan bahwa hukuman terhadap perkara di gampong
kampung paya ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga
terdapat perbedaan dalam menetapkan sanksi antara ganun gampong dan hukum
Islam. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam ganun gampong tidak
membedakan antara hukumanhudud,qisas, maupun diyat, tetapi menyamaratakan
hukuman tersebut yaitu 7a zir. Namun antara hukum Islam dan ganun gampong
kampung paya memiliki tujuan atau cita-cita yang sama yaitu ingin membuat
pelaku kejahatan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi
pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta
terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam

kehidupan bermasyarakat.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan



Bab empat merupakan bab yang terakhir atau resume dari pembahasan
skripsi ini. Berdasarkan uraian terdahulu, maka dapat dikemukakan beberapa
kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu adapun kesimpulan tersebut
sebagai berikut:

1. Konsep pidana menurut hukum pidana Islam ialah perbuatan kriminal
yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani
kewajiban), Para ulama menggunakan istilah jinayah, yakni perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dan dapat mengakibatkan hukuman
had (hukuman yang ada ketentuan nash-nya seperti hukuman bagi pencuri,
pembunuh, dll), atau za zir (hukuman yang tidak ada ketentuan nash-nya
seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana, dll).
Dan sanksi dalam hukum pidana Islam di bagi menjadi 3 bentuk yaitu
terhadap tindak pidana hudud, gis@s dan ta’zir. Sanksi pidana hudud
adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah bagi suatu tindak
kemaksiatan, untuk mencegah pada kemaksiatan yang sama. Sanksi pidana
gisas ialah perbuatan-perbuatan yang diancam hukum qgisas atau hukuma
diyat. Baik gisas maupun diyat hukuman-hukuman yang telah ditentukan
batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi,
sedangkan sanksi pidana ¢« zir adalah tindak pidana yang tidak termasuk
dalam tindak pidana hudud dan tidak pidana gisas yang hukumannya
sepenuhnya diserahkan kepada ulul amri.

2. Konsep dan pelaksanaan sanksi adat dalam masyarakat adat di Gampong

Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan ialah



tercantum pada Undang-undang hukum adat tertulis vyaitu
“Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara
Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Tahun 2015. Di dalam Qanun
tersebut terdapat beberapa peraturan perdata maupun pidana dan apabila
ada masyarakat yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana maka ia
tidak akan terlepas dari hukuman yang diatur dalam undang-undang
(Qanun) tersebut, dan dalam penyelesaiannya pun perangkat adat
memutuskan sesuai dengan isi dari ganun tersebut.

3. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat di
gampong Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh
Selatan ialah ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga
terdapat perbedaan dalam menetapkan sanksi antara ganun gampong dan
hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam ganun
gampong tidak membedakan antara hukuman hudud, gisas, maupun diyat,
tetapi menyamaratakan hukuman tersebut yaitu fa’zir. Namun antara
hukum Islam dan ganun gampong Kampung Paya memiliki tujuan atau
cita-cita yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan tidak
akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain
sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya
keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan

bermasyarakat.

4.2. Saran



1. Diharapkan kepada aparatur gampong yang memiliki wewenang dalam
membuat ganun agar lebih memikirkan efektitifitas dari sanksi pidana
yang akan diterapkan pada suatu kasus, dan selalu merujuk kepada al-
Qur’an dan Sunnah.

2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat dengan adanya ganun tertulis
tentang pidana adat maka untuk lebih berhati-hati dalam melakukan suatu
perbuatan, sehingga tidak melakukan hal yang dilarang oleh ganun
tersebut.

3. Semoga karya tulis ilmiah ini bisa menjadi salah satu rujukan bagi teman-
teman yang sedang menyelesaikan karya tulis ilmiah (skripsi), dan
diharapkan agar penerapan sanksi adat yang masih berjalan tetap
dipertahankan dan dijaga keadatan yang telah ada demi kemaslahatan

bersama.
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- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka

dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut; .
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi
syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negerl IAIN Ar-
Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

g, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry;

10, Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan
Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam
Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

: Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag Sebagal Pembimbing |

b. Badri, MH Sebagai Pembimbing Il

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Fatmawati

NIM 1 141310201

Prodi : HPI

Judul : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Gampong Kampung Paya

Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam)

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu

akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya. "
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi
Nama Lengkap . Fatmawati
Tempat / Tgl. Lahir  : Kampung Paya, 25 September 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan / NIM : Mahasiswi / 141310201
Agama > Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Gampong Kampung Paya, Kec. Kluet Utara, Kab.

Aceh Selatan
Nama Orang Tua

Ayah : Dhamir Syam
Pekerjaan : Petani
Ibu : Khairiyah
Pekerjaan S IRT
Alamat : Gampong Kampung Paya, Kec. Kluet Utara,
Kab. Aceh Selatan
Pendidikan
Sekolah Dasar : SD Gampong Kampung Paya 2007
SLTP : SMP Negeri 1 Kota Fajar 2010
SMU : MAN Unggul Tapaktuan 2013
Perguruan Tinggi - Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas

Syari’ah dan HukumProdi Hukum Pidana Islam
Masuk Tahun 2013 s/d 2017

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 11 juni 2017

Fatmawati



